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SINOPSIS

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan izin toko modern
sangat diperlukan, hal ini. dikarenakan toko modern telah mampu menghadirkan
inovasi baik dari segi pelayanan terhadap konsumen maupun sarana dan prasarana
modern yang terdapat di masing-masing toko modern,dibandingkan dengan pasar
tradisional yang merupakan tempat berbelanja dengan segala resiko munculnya
berbagai toko modern yang telah menjamur diseluruh wilayah kota yogyakarta
memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat.
Pemerintah kota yogyakarta tentu saja tidak tinggal diam melihat gejala yang
terjadi di masyarakat tersebut. Berbagai kebijakan telah diadopsi dalam proses
formulasi. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam pemberian izin toko modern di Kota Yogyakarta?

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Obyek dalam penelitian
ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin toko modern di
Kota Yogyakarta. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang
Regulasi dan Pengembangan Kinerja pelayanan perizinan Kota Yogyakarta,
Kepala Bidang Seksi Bidang Pengawasan dan Pengaduan IUTM Kota
Yogyakarta, Kepala Seksi Usaha Dagang (Disperdagkoptan) Kota Yogyakarta,
Manajer Indomaret (pelaku toko modern, dan Masyarakat yang berjumlah 6
orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kebijakan
Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Toko Modern di Kota Yogyakarta
dalam pendirian toko modern tidak semua toko modern memenuhi ketentuan, hal
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (1) memperhitungkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional menurut dinas perizinan
kota yogyakarta sudah mengacu pada tata ruang dan kondisi wilayah setempat.
Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan
dilapangan,sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pendirian toko modern
tersebut diketahui oleh mereka sebagai pedagang kecil disekitar toko modern. (2)
memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, masih ada toko yang didirikan
dekat dengan pasar tradisional.(3) persyaratan perizinan toko modern sudah
gampang dalam mengurus izin pelaku/pemohon langsung datang dan mengurus
izin di kantor dinas perizinan kota yogyakarta,tetapi masih terjadi pelanggaran
karena pelaku/pemohon yang tidak mengurus izin pendirian toko modern (4)
pengewasan pelaksanaan kemitraan antara pasar tradisional dan toko modern
sudah di lakukan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan pertanian
kota yogyakarta akan tetapi kurang terbuka kepada masyarakat tentang kapan dan
apa yang di lakukan pada saat pelaksanaan kemitraan itu di lakukan.

Kata Kunci: kebijakan, izin toko modern
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan izin pasar
modern sangat diperlukan, hal ini dikarenakan Toko modern telah mampu
menghadirkan inovasi baik dari segi pelayanan terhadap konsumen maupun
sarana dan prasarana modern yang terdapat di masing-masing Toko modern.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Toko
modern merupakan Toko dengan sistem pelayanan mandiri dan menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket,
department store, hypermarket, mall, ataupun grosir yang berbentuk
perkulakan.

Sistem pelayanan mandiri Toko modern membuat konsumen lebih
leluasa melihat komoditas dan harga komoditas pada masing-masing Toko
modern. Selain itu, konsumen Toko modern dapat menjangkau barang yang
akan dibelinya pada etalase yang terdapat di Toko modern untuk kemudian
melakukan pembayaran pada kasir yang tersedia di masing-masing Toko
modern. Selain sistem pelayanan mandiri, Toko modern juga didukung
dengan sarana dan prasarana diantaranya bangunan megah dan mewah, ruang
belanja ber-AC, radio informasi, lahan parkir yang luas, kafetaria, perbankan

dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), hingga tersedianya mang bermain anak.



Ekspansi toko modern yang semakin giat dilakukan di Kota
Yogyakarta direfleksikan oleh kehadiran toko modern dalam berbagai bentuk
baik minimarket, supermarket, departmen store, hypermarket, dan mall. Hasil
pengamatan terhadap ekspansi toko modern di Kota Yogyakarta menunjukkan
terdapat 3 kelompok toko modern di Kota Yogyakarta. Pertama, toko modern
berskala lokal yaitu toko modern yang hanya ada dilingkungan
KotaYogyakarta diantaranya Mega Swalayan, Mirota Kampus Swalayan.

Kedua, toko modern berskala nasional yaitu Toko modern yang tidak
hanya ada di Kota Yogyakarta namun tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia diantaranya Minimarket Alfamart, Minimarket Indomaret. Ketiga,
toko modern namun di mancanegara diantaranya yaitu Minimarket Circle-K,
Carrefour dan Superindo. Data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
Pertanian Kota Yogyakarta menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah toko
modern secara terus menerus dari tahun 2007 hingga tahun 2013 sebanyak 75
outlet. Hasil pengamatan menunjukkan jumlah toko modern di Kota
Yogyakarta terus bertambah. ( Data Dinas perindustrian perdagangan koperasi
dan pertanian Yogyakarta)

Fokus penelitian yang diambil adalah kebijakan pemerintah daerah
dalam pemberian izin toko modern.Untuk mengantisipasi munculnya
kanibalisme pelaku usaha modern seperti supermarket terhadap pelaku usaha
lemah dalam hal ini pasar atau pedagang tradisional, diperlukan pembinaan
dan penataan sehingga para pelaku usaha perdagangan ini bisa sama-sama

tumbuh. Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2011



tentang pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko Modern

Penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan
pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah
yang bersangkutan.

2. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan
atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional.

3. Menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, hygenis, aman, tertib
dan publik yang nyaman.

4. Menyediakan kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menegah pada
posisi yang sama-sama menguntungkan.

5. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam
area bangunan.

6. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi
petugas maupun pengguna toko modern. (Peraturan Daerah Provins
Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang pasar Tradisional
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ).

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern, tersebut dimaksudkan agar persaingan antara pasar modern dengan
pasar tradisional di Kota Yogyakarta semakin terkendali. Dengan munculnya

berbagai macam Toko modern seperti Indomaret dan Alfamaret yang telah



menjamur di seluruh wilayah Kota Yogyakarta memberikan berbagai dampak
baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan
antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi
yang mereka butuhkan karena minimarket memiliki kelengkapan barang-
barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu letaknya yang berada dekat dengan
pemukiman maupun akses jalan membuat minimarket mudah dijangkau. Hal
lain yang berkaitan dengan dampak positif yang diberikan minimarket adalah
fasilitas yang nyaman dan bersih, harga-harga yang terjangkau dan seringnya
diskon maupun potongan-potongan harga terhadap produk-produk tertentu.

Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, minimarket dapat
menambah peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya mampu
meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran. Selain dampak-
dampak positif yang telah disebutkan di atas, maraknya Toko modern juga
memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang
utama dengan munculnya toko modern adalah mematikan pasar tradisional.
Persaingan keberadaan pasar tradisional maupun toko kebutuhan sehari-hari
(toko kelontong) tradisional muncul karena fasilitas, kenyamanan maupun
pelayanan dari minimarket yang lebih baik sehingga membuat konsumen lebih
memilih ritel modern tersebut. Hal ini jelas dapat mematikan keberadaan pasar
dan warung tradisional yang jumlahnya lebih besar dan menyangkut hajat
hidup masyarakat yang lebih luas.

Ekspansi toko modern di Kota Yogyakarta menjadi tantangan bagi

pasar tradisional, hal ini dikarenakan ekspansi pasar modern berdampak



terhadap omset pasar tradisional Kota Yogyakarta. Data hasil riset Pusat Studi
Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Ombudsman
Swasta Yogyakarta (2012:20). menunjukkan setiap minggunya pasar
tradisional Kota Yogyakarta mengalami penurunan omset penjualan sebesar
5,59%. Data tersebut berdasarkan hasil perbandingan omset penjualan antara 3
sampai dengan 4 tahun sebelum dan sesudah tahun 2007 dengan catatan pada
tahun 2007 merupakan awal ekspansi pasar modern di Kota Yogyakarta.
Penurunan omset penjualan pasar tradisional dialami oleh seluruh lapisan
pedagang dengan tingkatan jumlah omset yang dimiliki pedagang pasar
tradisional yaitu:
Tabel 1.1 Prosentase Pedagang Pasar Tradisional

dan Warung Tradisional yang mengalami Penurunan Omset

Penurunan Omset | Penurunan Omset
Jumlah Omset Pedagang Pasar dan
Pedagang Pasar Warung
warung tradisional
(%) Tradisional (%)
<Rp. 1.000.000,00 18% 20%
Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.000.000,0 16% 17%
Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000,00 23% 30%
Rp. 10.000.000,00-Rp. 20.000.000,00 6% 15%
>Rp. 20.000.000,00 4% 4% 9%

Sumber: Studi Formulasi Kebijakan Perlindungan dan Model Pengembangan
Pasar Tradisional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pusat Studi

Kerakyatan Universitas Gadjah Mada.



Dewasa ini ekspansi toko modern semakin menimbulkan kekhawatiran
bagi pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Pengalaman menghadapi
penurunan omset dari tahun ke tahun pasca ekspansi toko modern sejak tahun
2007 ditambah munculnya kecenderungan masyarakat untuk berbelanja di
toko modern. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa toko modern tidak hanya
sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan
papan, tetapi toko modern menjadi tempat rekreasi dan prestise bagi
masyarakat untuk memperoleh pengakuan maupun- penerimaan dari
masyarakat di lingkungan sosialnya. Adanya stigma yang mengakar di
masyarakat di mana pasar tradisional merupakan tempat berbelanja dengan
segala resiko baik dari segi keamanan maupun kenyamanan juga turut
mengkhawatirkan pasar tradisional dalam menghadapi ekspansi Toko modern
yang notabene memberikan pelayanan yang lebih mengedepankan aspek
kenyamanan dan keamanan bagi konsumen.

Pemerintah Kota Yogyakarta tentu saja tidak tinggal diam melihat
gejala yang terjadi di masyarakat tersebut. Berbagai kebijakan telah diadopsi
dan dalam proses formulasi berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional
dan toko modern. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Walikota
No0.79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba. Peraturan walikota
ini bertujuan untuk melindungi keberadaan warung maupun pasar tradisional
yang telah ada sejak dulu yang merupakan salah satu penggerak utama
ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak melarang pendirian Toko modern di

wilayah Kota Yogyakarta, tetapi lebih berupaya untuk membatasi



keberadaannya. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menetapkan batas
kuota maksimal minimarket di KotaYogyakarta adalah 52 unit.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah saat ini pemerintah Kota
Yogyakarta terkesan kurang tegas terhadap keberadaan toko modern. Terbukti
di beberapa tempat telah berdiri ritel modern yang ternyata tidak mengantongi
ijin, sehingga sangat dimungkinkan data dari Dinas Perijinan 14 ritel modern
di Kota Yogyakarta menjadi tidak valid, karena tidak berijin alias ilegal.
Dengan kata lain, regulasi dan kebijakan yang telah diadopsi ternyata tidak
diimplementasikan dengan baik dan benar. Artinya, seberapa bagusnya
kebijakan tetapi tanpa implementasi yang baik maka hasilnya adalah nihil.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan
dan regulasi tentang pengelolaan pasar yang dikeluarkan Pemerintah Kota
Yogyakarta beserta implementasinya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan

Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Toko Modern Di Kota Yogyakarta™

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
rumusan masalah sebagai berikut:
"Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin Toko

modern di Kota Yogyakarta?"
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